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ABSTRAK 
 
 
 

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah 

dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang 

merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan 

sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke 

Pengadilan Negeri. Pada azasnya suatu putusan hakim hanya mengikat para pihak 

yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, Akan tetapi, dalam praktik 

sering terjadi pelaksanaan putusan hakim, yang dalam hal ini dimulai dengan 

melaksanakan sita eksekusi, ternyata mendatangkan kerugian kepada pihak ketiga 

yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang dipersengketakan. 

Akibatnya timbul masalah baru, yaitu adanya bantahan yang dilakukan oleh pihak 

ketiga dengan alasan bahwa barang yang disita itu diakui sebagai miliknya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember 

Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa 

perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan; dan untuk mengetahui dan 

menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh 

putusan tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 
 
 

Hasil penelitian ini yakni bahwa Ratio decidendi putusan Pengadilan 

Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili 

sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni bahwa sesuai 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 

tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: “Bantahan terhadap eksekusi yang 

diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima”. Perlindungan hukum 

bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut yakni perlindungan 

hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif,baik yang lisan maupun yang tertulis. 
 
 

 

Kata Kunci: Perlawanan, Eksekusi, dan Putusan Pengadilan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

A judge's verdict must be closed but there may be problems in the future 

implementation. It happens when there is a third party who feels aggrieved his 

rights and interests with the executing of the injured third party decision filed a 

lawsuit against the District Court. In principle, a judge's verdict only binds the 

litigants and does not bind a third party. Will, in practice, be a judge ruling, which 

in this case begins by executing the execution seizure, turns out to be a loss to a 

third party unrelated to the disputed case The problem of the emergence of new 

goods, namely the existence of a rebuttal conducted by a third party on the 

grounds of the confiscated goods that belong to him. Based on the above 

description, this research can be done to find out and perform the analysis of 

Decidend Ratio of Jember District Court Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in 

examining and adjudicating disputes over the execution of Court Decisions; and to 

know and conduct legal analysis for Third parties who feel disadvantaged by the 

decision. This type of research is normative legal research. 
 
 

The result of this research is that the ratio of Decision of the District Court 

of Jember Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in examining and adjudicating 

disputes over the execution of the Court's Decision in accordance with the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1281 K / Sip / 1979 dated April 

15, 1981 which states: "Denial of execution lodged after execution is 

unacceptable". Legal protection for third parties who feel disadvantaged by the 

verdict is the law in the form of both preventive and repressive, both oral and 

written. 
 
 

 

Keywords: Resistance, Execution, and Court Decision. 
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BAB IV 

 

PENUTUP 
 
 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 

152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa 

perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni Majelis Hakim 

memperoleh fakta bahwa benar objek sengketa telah dieksekusi oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan 

Penetapan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr Jo No.33/Pdt.Ex/2014/ PN.Jr. Bahwa 

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 

 
K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: “Bantahan terhadap 

eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima”. 

 
Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 tersebut di atas, dalam hal pengajuan 

bantahan terhadap eksekusi yang telah dilakukan dan bantahannya tidak dapat 

diterima. 

 
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan 

tersebut yakni perlindungan hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. 

Pada perlindungan hukum preventif ini, pihak ketiga yang dirugikan tersebut 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, 

sedangkan pada perlindungan represif, pihak ketiga yang dirugikan berhak atas 

perlindungan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. 

 
 

 

78 



79 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

 
1. Hendaknya Majelis Hakim harus lebih teliti dalam pertimbangan putusannya, 

dan lebih memperhatikan rasa keadilan di samping kepastian hukumnya, hal 

ini agar tidak semakin banyaknya pihak yang dirugikan dalam suatu putusan 

pengadilan atas perlawanan pihak ketiga. 

 
2. Sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan 

oleh putusan pengadilan karena gugatan perlawanannya ditolak atau 

dikalahkan, hendaknya pihak yang dirugikan/pelawan tersebut menggunakan 

haknya sebagai pihak yang kalah yakni dengan menempuh upaya hukum 

banding, dan jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka 

perlindungan hukumnya yang dapat ditempuh yakni dapat berupa mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali. 

 
 


